BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
secara berhasilguna dan berdayaguna perlu
dilakukan pengaturan mengenai tingkatan
perjalanan dinas berdasarkan tingkat wewenang,
tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat
pelaksana perjalanan dinas;

bahwa dengan adanya penyesuaian susunan
organisasi perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai tindak lanjut
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi, maka terdapat perubahan struktur
organisasi, tugas, fungsi dan tanggung jawab
masing-masing pejabat pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;



Mengingat

1.

bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum
dan dalam rangka optimalisasi dalam pelaksanaan
kegiatan perjalanan dinas, maka ketentuan
mengenai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 64
Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap perlu
diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang  Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11);

Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2019
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2019 Nomor 65) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020
Nomor 6);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Bupati Blora Nomor

64 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2019 Nomor 65) yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2020 Nomor 6);

b. Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2021 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

Pasal 22

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 8 (delapan)

tingkat, yaitu:

a. tingkat A : untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD;

b. tingkat B : untuk pejabat struktural eselon II atau
setara dengan jabatan pimpinan tinggi
pratama selain Sekretaris Daerah;

c. tingkat C : untuk pejabat struktural eselon III
atau setara dengan jabatan
administrator dan pejabat fungsional
yang ditunjuk oleh Bupati sebagai
Koordinator Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. tingkat D : untuk pejabat struktural eselon IV
atau setara dengan jabatan pimpinan
pengawas, pejabat fungsional/pejabat
pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati
sebagai  Subkoordinator Kelompok
Jabatan Fungsional;



e. tingkat E : untuk pejabat struktural eselon V dan
pejabat fungsional/pejabat pelaksana
Golongan IV;

f. tingkatF : pejabat fungsional/pejabat pelaksana
Golongan III;

g. tingkat G : pejabat fungsional/pejabat pelaksana
Golongan II, tenaga honorer dengan
tingkat pendidikan D-2 sampai dengan
S-2;

h. tingkat H : pejabat pelaksana Golongan I, tenaga
honorer dengan tingkat pendidikan SD
sampai dengan D-1, dan tenaga harian
lepas.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN
Diundangkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum {Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004




